
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum
bagi setiap warga negara. Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang
belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang
sedang terikat dalam suatu hubungan kerja, karena orang yang terikat dalam suatu
hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang
lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan Pasal 6 memberikan perlindungan bagi
pekerja/buruh yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.1

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat
represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Perlindungan Ekonomi atau Jaminan Sosial

Perlindungan ekonomi adalah jenis perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup
memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk
dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar
kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain
perlindungan upah, jamsostek, pesangon, dan THR.

Penyelenggara jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan
kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada
masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia
seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan
program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan
sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja
di sektor formal.

1 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h.7



Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai engganti sebagian penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

b. Perlindungan Sosial atau Kesehatan

Aturan aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan
terhadap kekuasaan pengusaha/majikan untuk memperlakukan pekerja/buruh
semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak
memandang pekerja/buruh seagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi
manusia.

Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam
dan memperkembangkan perikehidupan sebagai anggota masyarakat dan
anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap
buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat
dan cuti.

Perlindungan sosial bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh
dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan
kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya
penekanan dalam suatu hubungan kerja menunjukkan bahwa semua tenaga
kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha/majikan tidak
mendapatkan perlindungan sosial sebagai mana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003.

c. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja

Perlindungan teknis adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat
ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan

oleh perusahaan. Perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu perlindungan ketenagakerjaan
yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang
mungkin timbul di tempat kerja baik disebabkan oleh alat-alat atau bahan-
bahan yang dikerjakan oleh suatu hubungan kerja.2

2 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,
h.77



Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan
kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya
memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha
dan pemerintah.

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja
akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh
dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin
tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa atau mengalami kecelakaan
kerja.

Bagi pengusaha/majikan, adanya oengaturan keselamatan kerja di
dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang
dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya
peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah
untuk mensejahterahkan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya
produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus perkerja/buruh
perempuan dan anak sebagai berikut :

a. Perlindungan pekerja/buruh anak

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), yaitu setiap orang
yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 nomor 26).

2. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara
13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari
kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1)).

3. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Ijin tertulis dari orang tua/wali.

b) Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha.

c) Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam.

d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

e) Keselamatan dan kesehatan kerja.



f) Adanya hubungan kerja yang jelas.

g) Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa,
maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja
pekerja/buruh yang dewasa (Pasal 72).

5. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya (Pasal 73).

6. Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruh,
tercantum dalam Pasal 74 ayat (1).

Yang dimaksud pekerjaan terburuk seperti dalam Pasal 74 ayat (2), yaitu:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan
anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, dam
zat adiktif lainnya.

3. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau
moral anak.

b. Perlindungan pekerja/buruh perempuan

Pekerjaan wanita/perempuan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00.

2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan
keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara
pukul 23.00 samapi dengan pukul 07.00.

3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara
pukul

23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

a. Memberikan makanan dan minuman bergizi.



b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 05.00.

5. Tidak mempekerjakan tenaga kerja melebihi ketentuan Pasal 77 ayat

6. (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam
seminggu. Bila pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka
harus ada persetujuan dari tenaga kerja dan hanya dapat dilakukan
paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) jam
dalam seminggu, dan karena itu pengusaha wajib membayar upah kerja
lembur untuk kelebihan jam kerja tersebut. Hal ini merupakan
ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

7. Tenaga kerja behak atas waktu istirahat yang telah diatur dalam Pasal

79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk :

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat
tersebut tidak masuk jam kerja.

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam
seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam
seminggu.

c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah
tenaga kerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila tenaga
kerja bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada
perusahaan yang sama dengan ketentuan tenaga kerja tersebut tidak
berhak lagi istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan.

8. Untuk pekerja wanita/perempuan, terdapat beberapa hak khusus
sesuatu dengan kodrat kewajibannya, yaitu :

a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada
hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1)).



b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan
sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat

(2)).

c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter kandungan
atau bidan (Pasal 82 ayat (2)).

d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi
kesempatan setatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83).

e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat upah
penuh (Pasal 83).

Perlindungan hukum pekerja tercantum di dalam suatu perjanjian kerja bersama
yang terdiri dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja/buruh
dan pengusaha).3Kemudian untuk dapat memperjelas perlindungan hukum yang
harusnya diterima oleh pekerja dapat dipisahkan, antara lain :

1. Perlindungan hukum pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja
Proses pemutusan hubungan kerja yang berarti pemutusan hubungan

belum terjadi, ini berarti pekerja masih tetap pada kewajibannya dan pekerja
masih berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur di dalam
peraturan peundang-undangan pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Perlindungan hukum pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja
Dimana setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut, selain

upah atau uang pesangon tersebut ada hak-hak pekerja lain yang harus
diterima oleh pekerja, yaitu :

a. Imbalan kerja (gaji, upah, dan lainnya) sebagaimana yang telah
diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya.

b. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut
perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan
kepadanya.

c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan
penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan martabanya
sebagai manusia.

3 Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, Bandung: Mandar
Maju, 1999, h.25



d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-
kawannya dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam
angka perbandingan yang sehat.

e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak majikan.
f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya

selama hubungan kerja berlangsung.
g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu, dan cara kerjanya pada

majikan atau perusahaan4

Perlindungan kerja terhadap pekerja/buruh merupakan susuatu yang mutlak dalam
pemborongan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP-101/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Perizinan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan yang diperoleh
perusahaan dari perushaan lainnya, maka kedua belah pihak harus membuat
perjanjian tertulis memuat sekurang-kurangnya :

1. Jenis pekerja yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan
penyedia jasa.

2. Pengedahan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud
angka 1, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia
jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa,
sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus
ada di perushaan pemberi kerja dalam terjadi pergantian perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh (Pasal 4).

2.2 Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara
pengusaha dengan pekerja berdasarkan ijin panitia atau panitia pusat (Pasal 1 butir 4
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 150 Tahun 2000
tentang Penyeselasian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon,
Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Perusahaan).

Pemutusan hubungan kerja adalah suatu keadaan sedemikian rupa sehingga
karyawan harus berhenti bekerja pada perusahaan tempatnya bekerja selama ini.
Berhenti yang dimaksud dapat terjadi karena hubungan kerja antara pihak karyawan

4 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985, h.45



dengan pihak perusahaan terputus, atau memang perusahaan tidak memperpanjang
kontrak kerja lagi.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan
dan perusahaan. Apabila mendengar istilah PHK, yang biasa terlintas adalah
pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan karyawan. Karenanya,
selama ini singkatan PHK memiliki konotasi negatif. Padahal, kalau di tilik definisi
di atas yang diambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya
tidak persis sama dengan pengertian dipecat.

Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat
memberikan beberapa pengertian, yaitu :

a. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau
berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak,
bilamana tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen,
maka karyawan harus meninggalkan pekerjaannya.

b. Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan
Tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Misalnya : karyawan
melakukan kesalahan-kesalahan, seperti mengkonsumsi alkohol atau obat-
obat psikotropika, madat, melakukan tindak kejahatan, merusak perlengkapan
kerja milik pabrik.

c. Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan
pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti,
penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat
berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan
sejumlah tenaga kerja. Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

d. Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan
masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran,
sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada
karyawannya.

Di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dengan jelas dalam
undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah maupun Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pemutusan Hubungan Kerja diatur
dengan peraturan-peraturan yang menyangkut hal-hal dibawah ini :

a. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.
b. Ketentuan yang berhubungan dengan kepailitan, kebangkrutan, dan kerugian

dari para pengusaha maupun perusahaan.



c. Pemutusan hubungan kerja karena kerugian perusahaan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

d. Pemutusan hubungan kerja karena kepailitan yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

e. Tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja juga diatur didalam
Peraturan Pemerintah.

f. Tentang bantuan keuangan bagi tenaga kerja peserta program jaminan sosial
tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur alam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja yang bersangkutan
diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.5

Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan
dalam perjanjian atau dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan majikan
atau jika semuanya tidak ada, menurut kebiasaan (Pasal 1603e Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata).6

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dijadikan tindakan terakhir apabila
ada perselisihan hubungan industrial. Pengusaha dalam menghadapi para pekerja
hendaknya:

a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk
menyukseskan tujuan usaha.

b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan
oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan
sosial tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih
produktif (berdaya guna).

c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.7

Oleh karena itu, para pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut harus
mengimbangi jalinan atau hubungan kerja dengan kerja nyata yang baik, penuh
kedisiplinan, dan tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan
penuh keberhasilan bagi kepentingan pekerja itu sendiri. Segala hal yang kurang
wajar didalam perusahaan tersebut akan diselesaikannya dengan musyawarah dan
mufakat seperti perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga.

5 Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h.125
6 Ibid, h.131
7 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan , Bina Aksara, Jakarta,
1998, h.129



Ada 2 jenis PHK, yaitu PHK sukarela dengan PHK tidak sukarela. PHK
sukarela misalnya, yang diartikan sebagai pengunduran diri pekerja/buruh tanpa
paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa
percobaan, memasuki usia pensiun dan pekerja/buruh meninggal dunia. PHK tidak
sukarela dapat terjadi karena adanya pelanggaran, baik yang dilakukan
pekerja/buruh maupun pengusaha/majikan.

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komponen upah yang digunakan sebagai
dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri dari upah pokok dan segala
macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan
keluarganya. Selain upah, besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
juga ditentukan oleh masa kerja. Akibat dari pemutusan hubungan kerja mereka
tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga perlu diberikan pesangon
untuk menyambung hidup sambil berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru.

1. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

Pemutusan kerja demi hukum berarti hubungan kerja antara
pengusaha dengan buruh berakhir dengan sendirinya di mana kedua belah
pihak hanya pasif saja. Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat
terjadi pada :

a. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum dengan

berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja dengan
selesainya pekerjaan yang disepakati. Untuk berakhirnya hubungan
kerja demikian tidak diperlakukan tenggang pernyataan pengakhiran,
maksudnya pengusaha tidak wajib memberi tahu beberapa hari
sebelumnya kapan perjanjian kerja akan berakhir. Pernyataan
pengakuan diperlakukan:
1. Jika hal tersebut telah ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian

kerja/peraturan perusahaan.
2. Jika menurut peraturan perundang-undangan atau kebiasaan

seharusnya dalam jangka waktu tertentu menyatakan bahwa
hubungan kerja berakhir.
Namun sebaiknya sebelum berakhir perjanjian kerja dalam waktu

tertentu, majikan memberitahukan kepada pekerja/buruh bahwa
hubungan kerja akan berakhir pada tanggal, bulan dan tahun sekian.
Hal ini perlu agar supaya nanti di kemudian hari tidak timbul hal-hal
yang tidak diingini, apakah hubungan telah berakhir atau diperpanjang.



Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu di mana terjadi pemutusan
hubungan kerja demi hukum tidak perlu ijin dari instansi terkait atau
Dinas Ketenagakerjaan.

Dalam pemutusan hubungan kerja demi hukum tidak ada masalah
pesangon, uang jasa dan ganti kerugian. Tanpa uang pesangon, uang
jasa dan ganti kerugian dalam praktek lebih baik ditulis secara tegas
dalam perjanjian kerja meskipun sebenarnya tidak perlu. Hal ini untuk
mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari karena buruh
kebanyakan belum mengetahui peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan, sehingga sering menuntut pesangon, uang jasa, dan
ganti kerugian. Menginat salah satu kewajiban majikan adalah betindak
sebagai majikan yang baik, sebaiknya bagi buruh yang telah bekerja
dengan baik dan berjasa diberikan sekedar uang sebagai tanda terima
kasih.

b. Buruh Meninggal Dunia
Dalam Pasal 1601y Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditentukan bahwa suatu hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya
buruh. Kewajiban buruh terutama dalam perjanjian kerja adalah
melakukan pekerjaan. Antara buruh/pekerja dalam pekerjaannya tidak
dapat dipisahkan, atau dengan kata lain buruh dalam melakaukan
pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diwariskan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja bersifat
pribadi, artinya kerja dengan manusia tidak dapat dipisahkan, berarti
yang kerja adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu dengan
meninggalnya pekerja/buruh, maka terjadi pemutusan kerja demi
hukum. Dalam masalah ini tidak ada uang pesangon, uang jasa, dan
ganti kerugian. Untuk menanggulangi masalah ini sebaiknya
perusahaan mengasuransikan para buruh pada perusahaan asuransi.

c. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja/Buruh
Pemutusan hubungan kerja oleh buruh, dalam hal ini buruh yang

aktif dalam arti mohon untuk diputuskan hubungan kerjanya. Dipihak
pengusaha hanya bersikap pasif saja. Pemutusan hubungan kerja oleh
pekerja/buruh dapat terjadi pada:

a. Dalam masa percobaan
Dalam masa pecobaan buruh dapat memutuskan hubungan

kerja sewaktu-waktu demgan pernyataan pengakhiran (Pasal
1603 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam masa
percobaan. Mengenai masa percobaan ditentutakn dalam Pasal 7
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.-04/Men/1986 yang
ditentukan sebagai berikut:



(1) Hubungan kerja yang mensyaratkan adanya masa
percobaan harus dinyatakan secara tertulis.

(2) Lamanya masa percobaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan boleh diadakan
hanya untuk 1 (satu) kali masa percobaan.

(3) Ketentuan adanya masa percobaan tidak berlaku
untuk perjanjian kerja waktu tertentu.

Dengan demikian tanpa adanya pemberitahuan
lebih dahulu berarti tidak ada masa percobaan.

b. Dengan meninggalnya majikan
Dengan meninggalnya majikan hubungan kerja tidak

berakhir, kecuali perjanjian menentukan sebaliknya.
Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan
ahli waris majikan dengan pernyataan pengakhiran dan
mengingat tenggang pengakhiran.

c. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yaitu perjanjian
kerja yang waktu berlakunya tidak ditentukan dalam perjanjian,
menurut peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-
undangan ataupun menurut kebiasaan (Pasal 1693g Kitab
Undang-Undang Hukukm Perdata). Dalam hal perjanjian kerja
dibuat untuk waktu tidak tertentu, maka pekerja/buruh harus
memutuskan hubungan kerja dengan pernyataan pengakhiran dan
mengingat tenggang pengakhiran.

Pemberitahuan tentang diakhirinya hubungan kerja atau
dengan kata lain adanya pernyataan pengakhiran hanya boleh
dilakukan menjelang hari berakhirnya suatu bulan takwin (Pasal
1603h Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Mengenai
tenggang pernyataan pengakhiran adalah selama 1 (satu) bulan.
Dengan perjanjian tertulis atau dalam peraturan perusahaan
dapat ditetapkan tenggang pernyataan pengakhiran di perpanjang
selama-lamanya 1 (satu) bulan apabila hubungan kerja
berlangsung sedikit-sedikitnya 2 (dua) tahun terus menerus.

d. Buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu
Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan sewaktu-waktu

oleh pekerja/buruh dalam hal sebagai berikut:
a) Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum

waktu yang telah ditentukan berakhir stau belum saat
selesainya pekerjaan.



b) Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu tanpa
pernyataan pengakhiran atau mengingat tenggang
pengakhiran.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan buruh sewaktu-
waktu ini bersifat melawan hukum, kecuali:

1) Membayar ganti kerugian kepada majikan/pengusaha.
Mengenai pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal
1601q Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai
berikut:
a. Bagi perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah sama

dengan jumlah upah untuk jangka waktu hubungan
kerja yang seharusnya berlangsung terus.

b. Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah
sama dengan jumlah upah yang harus dibayar sampai
hari berikutnya pada hari putusnya hubungan kerja
dengan pernyataan pengakhiran.

2) Adanya alasan mendesak. Pemutusan hubungan kerja
berdasarkan alasan mendesak harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:
a. Harus ada alasan mendesak yang obyektif.
b. Alasan tersebut harus mendesak secara subyektif bagi

pihak yang bersangkutan sehingga ia bersedia lagi
meskipun untuk waktu yang pendek untuk meneruskan
hubungan kerja.

c. Alasan mendesak tersebut harus diberitahukan kepada
pihak lawannya.

Yang disebut alasan mendesak terdapat dalam Pasal
1603p Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
a) Jika majikan menganiaya, menghina secara kasar atau

dengan sangat mengancam pekerja/buruh, anggota
keluarga atau anggota rumah tangga pekerja/buruh
atau memberikan perbuatan-perbuatan semacam itu
dilakukan oleh anggota rumah tangga atau
pekerja/buruh bawahan majikan.

b) Jika majikan membujuk atau mencoba membujuk
buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga
buruh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan
atau jika ia memberikan anggota rumah tangga atau
orang bawahannya melakukan pembujukan atau
percobaan demikian.



c) Jika majikan tidak membayar upah pada waktu yang
ditetapkan.

d) Jika majikan di mana telah menjanjikan makan dan
pemondokan namun tidak memenuhinya secara layak.

e) Jika majikan tidak memberikan cukup upah pekerjaan
kepada buruh yang upahnya ditetapkan tergantung
pada pekerjaan yang dilakukannya.

f) Jika majikan tidak memberikan atau tidak cukup
memberikan bantuan yang diperjanjikan kepada
buruh dalam hal mana upahnya tergantung hasil
pekerjaan yang dilakukannya.

g) Jika majikan dengan cara lain melalaikan kewajiban-
kewajiban yang ditetapkan pada perjanjian pada
perjanjian kerja.

h) Jika majikan memerintahkan buruh melakukan
pekerjaan di perusahaan majikan lain walaupun
pekerja/buruh menolak pekerjaan tersebut sedangkan
pekerjaan itu tidak timbul dari hubungan kerja.

i) Jika berlangsungnya hubungan kerja tersebut dapat
membahayakan sekali jiwa, kesehatan atau itikad baik
yang tidak ternyata pada saat mengadakan perjanjian
kerja.

j) Jika buruh karena sakit atau sebab lain, tidak karena
perbuatannya sendiri, menjadi sakit karena
perbuatannya sendiri, menjadi tidak dapat melakukan
pekerjaan yang diperjanjikan.

3) Karena adanya sebab lain

Selain daripada sebab-sebab yang ada diatas,
pekerja/buruh dapat pula minta berhenti karena keinginan
diri sendiri dengan berbagai macam alasan lain.
Permintaan berhenti karena adanya alasan-alasan seperti
ini, tidak mengharuskan perusahaan memberikan uang
pesangon dan uang jasa dan pekerja/buruh yang meminta
berhenti tidak mempunyai hak untuk meminta ganti rugi.8

d. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Majikan/Pengusaha Pemutusan
hubungan kerja oleh majikan/pengusaha banyak

8 Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Asas Keadilan), Surabaya, LaksBang Pressindo, 2017, h.104



diatur oleh pemerintah dengan maksud agar pekerja/buruh tidak
kehilangan pekerjaan di mana kesempatan kerja sangat minim.

Pemutusan hubungan kerja secara perseorangan yaitu
pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap 1 (satu)
orang pekerja/buruh sampai dengan 9 (sembilan) orang buruh
dalam waktu 1 (satu) bulan. Adapun mengenai prosedur
pemutusan hubungan kerja secara perseorangan pada prinsipnya
rencana atau maksud untuk mengadakan pemutusan hubungan
kerja harus dirundingkan terlebih dahulu secara musyawarah
oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha dengan serikat pekerja
atau dengan buruhnya apabila dalam perusahaan belum ada
serikat pekerja. Dengan demikian setiap kehendak utuk
melakukan pemutusan hubungan kerja yang langsung
disampaikan kepada Departemen Ketenagakerjaan tentu akan
ditolak dan di kembalikan.

Setiap perundingan mengenai rencana pemutusan hubungan
kerja oleh majikan/pengusaha harus dibuat risalah yang memuat
antara lain:

a. Nama dan alamat pekerja/buruh.
b. Nama dan alamat perusahaan atau yang mewakili.
c. Nama dan alamat perusahaan.
d. Pokok masalah atau alasan pemutusan hubungan kerja.
e. Pendirian para pihak.
f. Kesimpulan perundingan.
g. Tanggal dan tanda tangan pihak-pihak yang melakukan

perundingan.
e. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan

Menurut Pasal 1603v Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ditentukan bahwa: Masing-masing pihak adalah setiap waktu
berhak, juga sebelumnya pekerjaan dimulai, karena alasan-alasan
penting mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan
negeri dari tempat kediamannya yang sesungguhnya supaya
perjanjian perburuhan dinyatakan bubar. Tiap janji yang
mungkin berakibat bahwa kekuasaan ini akan dikecualikan atau
dibatasi, adalah batal.

Adapun yang dimaksud sebagai alasan penting adalah alasan
mendesak, dan perubahan keadaan pribadi atau kekayaan dari
pihak pemohon atau pihak atas perubahan keadaan dalam mana
pekerjaan dilakukan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga
apakah layak segera atau dalam waktu pendek dipandang perlu
untuk diputuskannya hubungan kerja tersebut.



Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan juga dapat terjadi
jika wali menurut undang-undang dari seorang yang belum
dewasa berpendapat bahwa perjanjian kerja yang diadakan oleh
si anak belum dewasa (yang dimaksud adalah orang muda) atau
telah mempunyai akibat merugikan bagi si anak belum dewasa
(yang dimaksud orang muda) atau bahwa syarat-syarat yang
tercantum dalam surat kuasa (Pasal 1601g Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata) tidak dipenuhi.

Pendapat untuk meluluskan permohonan pemutusan
hubungan kerja diambil setelah mendengar atau memanggil
secara sah pihak lainnya. Jika pengadilan meluluskan
permohonan pemutusan hubungan kerja maka pengadilan
menetapkan saat hubungan kerja itu akan berakhir. Dengan
putusan tersebut para pihak, baik pekerja atau pengusaha/majikan,
terikat pada putusan pengadilan dan wajib memenuhi atau
melaksanakan isi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima (Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Pemutusan hubungan kerja yang dilalkukan tanpa izin (penetapan) dari
lembaga PPHI, demikian juga PHK bukan karena alasan pekerja/buruh yang
mangkir, adalah batal demi hukum (batal dengan sendirinya, dan pengusaha wajib
mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan serta membyar seluruh
upah dan hak-hak seharusnya diterima. Kecuali jika PHK tersebut terhadap
pekerja/buruh karena alasan melakukan tindak pidana diluar perusahaa setelah 6
bulan ditahan, atau mengundurkan diri atas kemauannya sendiri atau karena
pekerja/buruh menuduh tanpa dasar kepada pengusaha melakukan kesalahan, dapat
di phk tanpa izin dari lembaga PPHI.

2.3 Pesangon
Membahas tentang pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja,

maka uang pesangon pada dasarnya adalah sejumlah uang yang oleh pengusaha
diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja bukan
karena kesalahan atau kehendak dari pekerja/buruh itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan enteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000,
pesangon atau disebut uang pesangon merupakan pembayaran uang dari pemberi
kerja kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada
pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja (Pasal 1 butir ke 6
Kepmenakertrans Nomor 150 Tahun 2000 tentng Penyelesaian Hubungan Kerja dan



Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di
Perusahaan).

Besarnya uang pesangon yang diberikan pada umumnya dikaitkan dengan upah
bulanan yang diterima. Jumlahnya ini dapat juga ditambahkan komponen lain
seperti tunjangan cuti, tunjangan asuransi kesehatan karyawan, nilai opsi daham atau
tunjangan lainnya yang sudah umum dan merupakan hak karyawan di perusahaan
tersebut.

Pada umumnya, pesangon diberikan kepada karyawan yang mengalami
pemutusan hubungan kerja dengan alasan normal seperti pengunduran diri atau
pensiun. Pemberian uang pesangon juga umum dilakukan oleh perusahaan yang
melikuidasi usahanya. Selain itu, karyawan berhenti karena pemecatan dapat
menerima uang pesangon berdasarkan aturan tersendiri. Pengaturan rinci mengenai
pesangon pada umumnya tertullis dalam peraturan perusahaan. Ketentuan dalam
peraturan perusahaan ini mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Peraturan pemerintah dalam hal uang pesangon dimaksudkan untuk
mengurangi perselisihan antara buruh dan perusahaan yang akan timbul akibat
kesalahan dalam pemutusan hubungan kerja.

Uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari perusahaan
kepada buruh atau pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja yang
jumlahnya sesuai dengan masa kerja buruh atau pekerja.

Peraturan mengenai pesangon di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal pesangon yang diatur dalam
Undang-Undang adalah mengenai :

1. Dasar perhitungan uang pesangon.
2. Rumusan uang pesangon yang dibayarkan.
3. Komponen uang pesangon.
4. Kondisi yang mendasari perhitungan dan pembayaran uang pesangon.9

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima (Pasal 156).

a. Uang pesangon
Uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari

pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya PHK yang
jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja yang
bersangkutan. Perhitungan uang pesangon diatur dalam Undang-

9 Zainal Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, h.139



Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: -
Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

- Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun,
2 (dua) bulan upah;

- Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun,
3 (tiga) bulan upah;

- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

- Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

- Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

- Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

- Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

- Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9
(Sembilan) bulan upah (Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang
Ketenagakerjaan).

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

- Masa kerja 3 (tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,
2 (dua) bulan upah;

- Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

- Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

- Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

- Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

- Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

- Masa kerja 21 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

- Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh)
bulan upah (Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

c. Uang Penggantian Hak
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh buruh/pekerja

meliputi:



- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke

tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan

15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 156 ayat 4).

Antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan terdapat 2 (dua) kepentingan
yang saling bertentangan dan tidak mudah bahkan dalam skala nasional tidak
mungkin dipertemukan, karena perbedaan kondisi perusahaan yang variatif serta
dianutnya “Multi Union System”. Dengan demikian perubahan ketentuan pesangon,
dan uang penghargaan masa kerja yang akan diberikan secara rasional akan
mendapatkan reaksi penolakan paling tidak oleh sebagian besar serikat buruh jika
rancangan perubahann ketentuan tentang pesangon dan uang penghargaan masa
kerja tersebut lebih rendah dari ketentuan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya
jika rancangan perubahannya lebih menberatkan dari ketentuan sebelumnya, akan
mendapatkan reaksi penolakan dari organisasi pengusaha.

Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan yang berlaku saat ini
menganut system pesangon untuk kepentingan bersama antara pekerja/buruh dengan
pengusaha/majikan.

Pada awalnya dalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 9 Tahun 1964 tentang
Penetapan Besarnya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian beserta
perubahannya yakni Peraturan Menteri Perburuhan No. 11 Tahun 1964. Kemudian
di ganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04/Men/1986 tentang Tata Cara
Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang jasa dan Ganti
Kerugian. Selanjutnya diganti lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
03/Men/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan
Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta. Kemudian
diganti lagi dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa
dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Akhirnya ketentuan tentang Perhitungan
Pesangon ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.














